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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 	Latar Belakang
	Kelurahan Budaya Pampang merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kelurahan ini dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan tersendiri, dan menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Samarinda. Wilayah ini memperkenalkan berbagai aspek budaya Suku Dayak, seperti rumah adat, busana, tarian, musik, aksesoris, dan lain sebagainya. Wisata kebudayaan yang ditawarkan oleh Kelurahan Budaya Pampang ini diminati oleh banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan statusnya sebagai destinasi wisata, terjadi banyak pembangunan fisik seperti pembangunan toko-toko sounvenir, pembangunan jalan akses menuju wisata, dan lain sebagainya. Selain itu juga terjadi banyak aktivitas ekonomi yaitu dengan adanya pungutan HTM, penjualan sounvenir/asesoris, penyewaan busana, penjualan makanan/minuman. Namun, dibalik potensi yang dimiliki masih terdapat permasalahan pada bidang administrasi pemerintahan secara khusus dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
	Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Menurut (Novitasari & Irlan Fery, 2025) PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan 
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atas property seperti tanah atau bangunan yang dikelola atau digunakan oleh orang pribadi maupun badan hukum, dimana tanah atau bangunan tersebut berada didaerah pedesaan dan perkotaan. Pada awalnya, PBB merupakan pajak pusat yang penerimaan pajaknya akan dialokasikan ke daerah. Namum pada perkembangannya menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa PBB khususnya sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kini sepenuhnya menjadi pajak daerah yang berarti seluruh kewenangan pemungutan dan pengelolaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk kepentingan pembangunan daerah itu sendiri. Peran PBB menjadi sangat penting karena berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Zahra & Rulani, 2020). PBB memiliki dampak yang cukup luas oleh karena hasil penerimaan PBB akan dikembalikan ke daerah guna meningkatkan pembangunan pada daerah yang bersangkutan (Nurfadilah et al., 2023).  PBB bersifat kebendaan sehingga besaran tarifnya ditentukan oleh keadaan dari objek bumi atau bangunan yang ada. 
	Pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Budaya Pampang dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda sesuai dengan kebijakan/peraturan Wali Kota yang berlaku. Berdasarkan data dari Bapenda Kota Samarinda, persentase realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Budaya Pampang sangat rendah dan tidak pernah mencapai target, dan dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kota Samarinda, penerimaan PBB Kelurahan Pampang paling rendah dalam lima tahun terakhir. Realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Budaya Pampang dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kelurahan Budaya Pampang
Tahun 2020-2024
	Tahun
	Target
 (Rp)
	Realisasi
 (Rp)
	Persentase
(%)

	2020
	61.448.432
	2.245.248
	4%

	2021
	68.506.240
	4.762.176
	7%

	2022
	381.060.516
	74.319.854
	19,50%

	2023
	428.961.152
	107.100.766
	24,97%

	2024
	453.530.321
	103.586.689
	22,84%


Sumber: Bapenda Kota Samarinda, 2025
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan PBB di Kelurahan Budaya Pampang dalam lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan angka yang sangat rendah dan tidak pernah mencapai target bahkan sangat jauh dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 penerimaan PBB di Kelurahan Budaya Pampang hanya mencapai 4%, dan pada tahun 2021 7%. Kondisi ini merupakan dampak dari pandemi covid-19. Namun jika dibandingkan dengan kelurahan lain yang ada di Kota Samarinda realisasi penerimaan PBB tahun  2020 rata-rata diatas 20% dan pada tahun 2021 rata-rata diatas 40%. Pada tahun 2022 dan 2023 penerimaan PBB Kelurahan Budaya Pampang mengalami kenaikan namun masih belum optimal yaitu hanya mencapai 19,50% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 mencapai 24, 97%. Sedangkan rata-rata penerimaan PBB kelurahan lain tahun 2022 rata-rata diatas 40% dan pada tahun 2023 rata-rata 40%-60%. Hingga pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 22,84% yang masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBB kelurahan lain yang ada di Kota Samarinda pada periode ini rata-rata bisa mencapai angka 40%-50%. 

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak dan Penunggak PBB di Kelurahan Budaya Pampang Tahun 2020-2024
	
Tahun
	Target

	Realisasi
	Penunggakan

	Persentase
Penunggakan 

	
	WP
	Penerimaan (Rp)
	WP
	Penerimaan
(Rp)
	Penung-gak
	Tunggakan
(Rp)
	Penu-nggak

	Tungg-akan

	2020
	55
	61.448.432
	25
	2.245.248
	30
	59.203.184

	55%
	96%

	2021
	96
	68.506.240
	43
	4.762.176
	52

	63.744.064

	53%
	93%

	2022
	622
	381.060.516
	172
	74.319.854
	450

	306.740.662

	72%
	80%

	2023
	810
	428.916.152
	309
	107.100.766
	501

	321.860.386

	62%
	75%

	2024
	908
	453.530.321
	339
	103.586.659
	569
	349.943.632

	63%
	77%


Sumber: Bapenda Kota Samarinda, 2025
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka tunggakan atau jumlah penunggak pada penerimaan PBB sangatlah tinggi dalam lima tahun terakhir. Seiring meningkatnya target penerimaan yang ditetapkan, jumlah penunggakan juga kian meningkat, dimana penunggakan yang terjadi tergolong sangat tinggi rata-rata diatas 50%, yang mengakibatkan penerimaan PBB di Kelurahan Budaya Pampang sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat selaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sehingga sangat dibutuhkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat terutama wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya karena besarnya penerimaan daerah menjadi tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri (Shaleh et al., 2023). Menurut (Setyanto & Ndruru, 2025), keberhasilan suatu daerah dalam mencapai target penerimaan PBB ialah melalui keberhasilan dari pihak-pihak yang berwenang melakukan pemungutan pajak untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
Melihat kondisi ini, perlu adanya perhatian lebih dan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan rendahnya penerimaan PBB di Kelurahan Budaya Pampang agar kedepannya target yang ditetapkan bisa tercapai. Karena apabila kondisi ini terus dibiarkan, akan memberikan pengaruh buruk dan dampak negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD sangat dipengaruhi oleh penerimaan PBB dimana PBB merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial (Rohmah Tina Siti, 2024), dan juga akan menghambat pembangunan pada daerah terkait.
	Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diberbagai daerah. seperti penelitian yang dilakukan oleh Baok et.al (2020), yang menyatakan bahwa
strategi yang diterapkan untuk meningkatkan penerimaan PBB di Kota Batu cukup baik, terbukti selama tiga tahun terakhir realisasi pembayarannya selalu meningkat. Melalui strategi yang diterapkan sangat membantu kelancaran wajib pajak dalam membayar pajak mereka secara tepat waktu. Hasil penelitian oleh Musdalifa, et.al (2023), yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kepulauan Selayar, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab. Kepulauan Selayar menerapkan tiga upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 pada daerah tersebut. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Irianto (2023), menyatakan  bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan PBB di Kecamatan Bandar, BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) menerapkan sistem baru pada pemungutan PBB-P2, dan tetap melibatkan peran aktif perangkat desa. Namun implementasi sistem baru dilapangan belum maksimal dilakukan, karena berbagai kendala yang dialami oleh wajib pajak, sehingga pemungutan PBB-P2 di desa-desa di wilayah Kec. Bandar perlu dioptimalkan kembali. 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengidentifikasikan upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara. 
1.1       Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa saja upaya-upaya yang perlu dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Budaya Pampang?
1.2       Tujuan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai sebagai berikut:
1.	Untuk menganalisis dan mengidentifikasikan upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Budaya Pampang. 
1.3	Manfaat Penelitian
1.	Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan wawasan dalam bidang perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB) serta menjadi sumber informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas terkait PBB dengan fokus upaya peningkatann penerimaan PBB.
2.	Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat berguna sebagai sumber informasi/masukan dan menjadi alternatif bahkan strategi bagi pemerintah daerah dalam upaya pengoptimalan penerimaan PBB khususnya di Kelurahan Budaya Pampang.
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA

2.1	Pajak Daerah 
Pajak daerah meupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan rumah tangga daerah tersebut, serta tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana nominalnya ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA). Pajak daerah adalah salah satu elemen yang paling dominan dalam penyusunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pajak daerah, pemerintah daerah berupaya memakmurkan masyarakat lewat pungutan wajib yang bersifat memaksa kepada individu maupun badan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.  Adapun karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
a. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berlandaskan peraturan perundang-undangan
b. Pemungutan dilakukan dalam hal adanya kondisi maupun peristiwa yang dapat dikenakan pajak daerah berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku;
c. Pemungutannya dapat dipaksakan, jika wajib pajak tidak patuh membayar pajaknya maka dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanski pidana;
d. Tidak ada hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan secara langsung;
e. Hasil pemungutan pajak daerah disetorkan ke kas daerah;


f. 
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g. Digunakan untuk kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022  tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab 2 Pasal 4 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB))
4) Pajak Air Permukaan (PAP)
5) Pajak Alat Berat (PAB)
6) Pajak Rokok
7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan (MBLB). 
Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas:
1) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3) Pajak Barang dan Jasaa Tertentu (PBJT)
4) Pajak Reklame
5) Pajak Air Tanah (PAT)
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
7) Pajak Sarang Burung Walet
8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 
2.2	Pajak Bumi dan Bangunan
2.2.1	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.  Sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi. Menurut (Susena, 2015) pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan yang bersifat kebendaan, dalam artian bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh kondisi objek yaitu bumi dan atau bangunan, tanpa melihat keadaan dari subjek pajak. 
Pada awalnya PBB adalah pajak pusat dimana penerimaan pajaknya dialokasikan ke daerah, namun pada perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kini PBB khususnya sektor pedesaan dan perkotaan sepenuhnya menjadi pajak daerah. PBB dikenakan atas objek pajak yang merupakan tanah dan/atau bangunan didasarkan pada asas kenikmatan serta manfaat dan dibayarkan setiap tahun.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda No. 1 Tahun 2024  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada bab 1 tentang Ketentuan Umum, memberikan pemahaman terkait istilah-istilah atau definisi PBB, seperti berikut:
a. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
b. Bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanamkan/dilekatkan secara permanen pada permukaan tanah dan/atau perairan. 
Berikut adalah yang termasuk dalam pengertian bangunan:
1) Jalan tol
2) Kolam renang
3) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain sepanjang kompleks bangunan tersebut
4) Pagar mewah
5) Tempat berolahraga
6) Dermaga dan galangan kapal
7) Taman mewah
8) Kilang minyak, air dan gas, dan pipa minyak
9) Fasilitas lain yang menghasilkan nilai kemanfaatan
2.2.2	Objek dan Subjek PBB-P2
Berdasarkan Perda Kota Samarinda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagian kesatu pasal 4 menyebutkan bahwa objek PBB-P2 ialah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali wilayah yang digunakan untuk kegiatan Perkebunan, perhutanan, serta pertambangan.  Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang pengertian bangunan yang menjadi objek PBB:
1) Jalan lingkungan yang ada pada suatu komplek suatu bangunan seperi hotel, pabrik, dll yang merupakan bagian dari satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
2) Jalan tol
3) Kolam renang
4) Pagar mewah
5) Tempat berolahraga
6) Galangan kapal
7) Dermaga 
8) Taman mewah
9) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, dan pipa minyak
10) Fasilitas lain yang menyalurkan manfaat.
Adapun objek yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah sebagai berikut:
a. Bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintah Daerah, serta kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah.
b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis.
d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur ketera api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis.
h.  Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota, dan
i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda No. 1 Tahun 2024 Pasal 5 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah, menyebutkan subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Orang pribadi atau badan yang dimaksud ialah wajib pajak bumi dan bangunan (PBB-P2). Subjek pajak sebagaimana yang dimaksud adalah terdiri atas orang pribadi maupun badan yang:
1) Mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan:
· Memiliki hak atas bumi (tanah) saja
· Mempunyai hak atas bangunan saja
· Mempunyai hak atas bumi (tanah dan bangunan)
2)  Menguasai bumi dan bangunan
· Menguasai bumi (tanah saja)
· Menguasai banguan saja
· Menguasai bumi (tanah) dan bangunan
3)  Memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan
· Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) saja
· Memperoleh manfaat atas bangunan saja
· Memperoleh  manfaat atas bumi (tanah) dan bangunan
2.2.3	Dasar Pengenaan dan Tarif PBB-P2
Berdasarkan ketetapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 6 (1), menyatakan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 ialah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), dimana besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota. NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak ada transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan dengan perbandingan harga dengan objek yang sejenis, atau nilai perolehan  baru maupun NJOP pengganti. NJOP yang dipakai untuk menghitung PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak). NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak dan apabila wajib pajak tersebut memiliki lebih dari satu objek PBB-P2 pada suatu wilayah daerah maka NJOPTKP hanya berlaku untuk satu objek saja setiap tahun pajak. 
Tarif PBB-P2 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No.1 Tahun 2024 Pasal 7 adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Tarif PBB-P2 untuk objek yang berupa lahan produksi pangan maupun ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen). 

2.3	Penelitian Terdahulu
Pertama, penelitian oleh (Baok, et al., 2020) dengan judul penelitian Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Batu telah menerapkan beberapa strategi yang berhasil membuat penerimaan PBB di Kota Batu berjalan dengan cukup baik dalam tiga tahun terakhir. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipasi serta komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan PBB. 
[bookmark: _Hlk214607336]Kedua, penelitian oleh (Musdalifa et al., 2023) dengan judul penelitian Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Pada BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil penelitian menyatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Selayar menerapkan tiga strategi pokok sebagai upaya untuk pengoptimalan penerimaan PBB-P2 di daerah tersebut. 
Ketiga, penelitian dilakukan oleh Irianto (2023), dengan judul Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerimaan PBB di Kecamatan Bandar masih perlu dioptimalkan karena terdapat banyak fakto-faktor penyebab rendahnya penerimaan PBB yang belum teratasi dengan baik. Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, peneliti menawarkan bebarapa alternatif sebagai bahan atau langkah-langkah kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kecamatan Bandar dan desa-desa yang ada di Kecamatan Bandar sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti
	Judul
	Metode
	Hasil Penelitiann

	1
	Baok, et.al (2020)
	Strategi Penigkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batu
	Menggunakan metode kualitatif dengan teknik triangulasi
	Strategi peningkatan pembayaran PBB di Kota Batu yang telah dilakukan cukup baik, sehingga melalui strategi yang diterapkan mampu meningkatkan penerimaan PBB di Kota Batu selama tiga tahun terakhir. 


	2
	Musdalifa, et.al (2023)
	Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)  pada BPKPAD Kab. Kepulauan Selayar
	Menggunakan metode deskriptif kualitaif
	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab. Selayar menerapkan tiga strategi pokok sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). 

	3
	Irianto (2023)
	Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Kecamatan Bandar Kab. Batang
	Menggunakan metode kualitatif
	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menerapkan sistem baru demi meningkatkan penerimaan PBB di Kecamatan Bandar. Juga tetap menggerakan peran aktif perangkat desa. Namun implementasi dilapangan masih belum optimal sehingga masih perlu upaya yang maksimal agar penerimaan PBB dapat meningkat. 



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Baok, et al., 2020) berfokus pada hasil dari strategi yang sudah diterapkan untuk meningkatkan penerimaan PBB, dengan menggunakan teknik analisis triangulasi data. Berbeda dengan penelitian ini dimana fokus penelitian mencari upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB di Kelurahan Budaya Pampang, dengan menggunakan alat analisis NVivo. 
Penelitiaan yang dilakukan oleh (Musdalifa et al., 2023) yang dilakukan pada lembaga BPKPAD Kab. Kepulauan Selayar. Penelitian tersebut merangkup tiga pemerintah kelurahan yaitu Kelurahan Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, dan Kelurahan Putabangun. Berbeda dengan penelitian ini dimana hanya berfokus pada satu kelurahan saja yaitu Kelurahan Budaya Pampang. Selain itu penelitian ini menggunakan alat analisis NVivo yang tidak digunakan oleh penelitian sebelumnya. 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Irianto, 2023), menggunakan tenik pengumpulan data melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada informan. Berbeda dengan penelitian ini, dimana teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, tidak menggunakan kuesioner. Selain itu penelitian ini menggunakan alat analisis berupa software NVivo yang tidak digunakan dalam penelitian sebelumnya. 
Perbedaan secara umum antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari segi lokasi  penelitian, tahun penelitian, dan teknik analisis data.











2.4	Kerangka Berpikir

	Rendahnya angka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan



	Identifikasi penyebab rendahnya angka penerimaan PBB




	Metode penelitian deskriptif kualitatif



	Pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi




	Analisis data menggunakan alat NVivo




	Upaya peningkatan penerimaan PBB




Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Sumber: Peneliti, 2025
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman fenomena secara alami dan menggambarkan sebuah isu secara kompleks (Asnur, 2025). Menurut (Oktianty & Hastuty, 2024), metode deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk meneliti fakta-fakta secara terstruktur sesuai dengan objek penelitian, dimana fakta-fakta tersebut dikumpulkan dan diolah mejadi data, kemudian dianalisis menggunakan teori yang relevan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Deskriptif kualitatif merupakan  metode penelitian yang mendeskripsikan secara akurat suatu fenomena maupun karakteristik individu, kelompok tertentu, atau situasi.

Menurut Sugiyono (2017), desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang rancang untuk memberikan gambaran umum informasi ilmiah secara teratur yang berasal dari topik atau objek penelitian. Metode kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu metode ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data penelitian pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menerapkan metode deskriptif kualitatif karena sesuai dengan tujuan penelitin ini ialah untuk menganalisis secara mendalam upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB di Kelurahan Budaya Pampang. Metode deskiptif kualitatif relevan untuk 
2

meneliti fenomena sosial secara alami, tanpa adanya pengukuran atau pengujian hipotesis.
3.2	Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data yang digunakan diperoleh melalui obeservasi dan wawancara, yang menghasilkan data berupa kata-kata dan tindakan. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber primer. Sumber primer merupakan sumber data yang diterima secara langsung dari sumber utama (informan) kepada peneliti. Informan penelitian merupakan individu yang bersedia memberikan informasi secara langsung kepada peneliti mengenai permasalahan yang diteliti. 
3.3	Teknik Pengumpulan Data
	Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam suatu penelitian karena tujuan utama dari penelitian ialah untuk memperoleh data (Djam’an dan Aan, 2014). Pada penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 
1.	Wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan instrumen-instrumen pertanyaan secara lisan kepada subjek/informan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan bersama pihak yang bersangkutan yang bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi penting dalam pengambilan  data. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dan bersifat terbuka. Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara dimana peneliti memiliki daftar pertanyaan inti sebagai pedoman, namun tetap memiliki kebebasan untuk mengembangkan pertanyaan serta menyesuaikan urutan pertanyaan sesuai dengan alur percakapan dengan informan. 
Proses wawancara terlebih dahulu akan diawali dengan membuat kesepakatan dengan informan penelitian terakait waktu melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan secara langsung pertanyaan kepada informan dan informan diberikan kebebasan untuk menjaawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Selama proses wawancara berlangsung, informasi yang diberikan oleh informan akan direkam oleh peneliti menggunakan ponsel. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria. Secara umum kriteria informan dalam penelitian ini adalah:
1) Bersedia memberikan informasi kepada peneliti
2) Memiliki pengalaman langsung atau terlibat dalam fokus penelitian
3) Mampu menjelaskan atau berkomunikasi dengan baik
4) Dapat dipercaya
5) Berdomisili di Kelurahan Budaya Pampang (khusus untuk wajib pajak).
Adapun informan pada penelitian ini adalah:
Tabel 3.1 Informan Penelitian
	No
	Informan
	Jumlah
Informan
	Tujuan

	1
	Lurah
	1
	Untuk medapatkan informasi terkait peran kelurahan dalam mendukung proses pemungutan PBB

	2
	Petugas Pemungut Pajak
	2
	Untuk mendapatkan informasi terkait sistem, kebijakan dan kendala pada proses pemungutan PBB

	
3
	Masyarakat/wajib pajak

	3
	Untuk mendapatkan informasi terkait pandangan wajib pajak terhadap PBB serta kendala yang dihadapi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
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	Tokoh Masyarakat

	2
	Untuk mendapatkan informasi mengenai kebiasaan/adat istiadat Kelurahan Budaya Pampang yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat setempat dalam membayar PBB



2.	Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan memperhatikan kondisi objek penelitian secara langsung. Observasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu observasi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah non-partisipan dimana peneliti hanya mengamati dan mencatat hal-hal  
 yang berhubungan dengan penelitian. Obseravsi diperlukan untuk membantu proses serta hasil wawancara.
3.	Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, analisis serta mengelola data yang berisi kumpulan dokumen terkait informasi yang mendukung proses jalannya suatu kegiatan. Dokumentasi pada penelitian ini adalah berupa foto-foto terkait aktivitas penelitian, data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti laporan realisasi penerimaan PBB Kelurahan Budaya Pampang, jumlah wajib pajak dan jumlah penunggak pajak.
3.4	Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam suatu penelitian. Data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi perlu diolah untuk menarik suatu kesimpulan. Untuk mengelola dan mendukung-analisis data, penelitian ini menggunakan alat bantu yaitu Software NVivo.
NVivo merupakan alat analisis untuk data kualitatif yang diciptakan oleh Tom Richards, yang kemudian dikembangkan oleh Qualitative Solutions and Research (QSR). Menurut (Hamsari & Hendi, 2021), dengan adanya NVivo, akan sangat membantu peneliti dalam melakukan analisis pada data kualitatif seperti gambar, audio, diagram, halaman web, dan sumber dokumen lainnya. Menurut (Hartono et al., 2025), NVivo merupakan software yang diciptakan untuk membantu peneliti menyusun coding, membangun kategori, dan melakukan visualisasi pada data kualitatif.
Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Reduksi Data
	Langkah pertama yang dilakukan dalam analisis data ialah reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah, dan berfokus pada hal yang penting saja serta mencari tema dan pola yang benar dan menghilangkan yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti dalam mengolah data selanjutnya.
2.	Penyajian Data
	Langkah kedua ialah penyajian data. Pada penelitian kualitatif, panyajian data dapat dipaparkan dalam bentuk grafik, pie-chart, pictogram dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi sehingga data dapat tersusun dalam pola hubungan serta akan semakin mudah untuk dipahami. 
3.	Analisis Nvivo
Berikut adalah tahapan atau langkah-langkah dalam menggunakan Nvivo:
1) Membuat proyek baru pada Nvivo. Setelah data sudah siap, Langkah pertama pada Nvivo adalah membuka/membuat proyek baru, dan beri judul untuk proyek yang sudah dibuat, kemudian tentukan lokasi penyimpanan berkas proyek tersebut. Proyek tersebut akan menjadi tempat untuk menyimpan semua file dan analisis yang dilakukan. 
2) Import data ke Nvivo. Langkah kedua adalah  mengimport data, yaitu transkrip wawancara, dimana pada Nvivo data yang diimport bisa dalam berbagai format seperti word, PDF, audio, video, maupun spreadsheet. 
3) Coding. Data yang sudah diimport kemudian diberi label atau dikategorikan pada bagian-bagian data yang relevan. Coding pada Nvivo adalah dengan memilih bagian data yang ingin dikategorikan kemudian beri nama kode yang sesuai. Kode tersebut kemudian akan memudahkan dalam mengelompokkan data berdasarkan topik yang muncul.
4) Visualisasi Hasil Analisis. Nvivo mempunyai beberapa fitur atau bentuk untuk memvisualisasikan data yang sudah dikodekan. Bentuk visualiasai berupa chart  tree map, concept map, dan word cloud. 
5.	Penarikan Kesimpulan
Akhirnya, hasil analisis Nvivo akan digunakan untuk menarik suatu kesimpulan pada penelitian ini yaitu mengenai fakor-faktor utama penghambat penerimaan PBB dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB di Kelurahan Budaya Pampang. Penarikan Kesimpulan adalah menginterprestasikan atau memaknai data untuk mengungkapkan makna dari suatu gagasan (Creswell, 2013). 
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